
G U B E R M J R  S U L A W E S I  T E K G G A R A

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR LHfAHUN 2019 

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019- 

2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- 

undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan 

Daerah Tngkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 

I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 

2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5671);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5806);
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BAB I

KETENTUAN UMUM 

P a sa l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur Sulawesi Tenggara dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah;

3. Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi 

Sulawesi Tenggara.

5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang 

mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber 

daya industri sehingga menghasilkan barang yang 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, 

termasuk jasa industri.

6. Industri Prioritas Nasional adalah industri yang ditetapkan 

menjadi pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan 

dalam wilayah Negara Indonesia dan dilaksanakan di 

daerah-daerah sesuai dengan potensi dan kesesuaian 

sumberdayanya.

7. Industri Unggulan Provinsi adalah Industri yang ditetapkan 

, menjadi Industri unggulan dan utama di wilayah Provinsi

Sulawesi Tenggara.

8. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 

2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah 

pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam 

perencanaan dan pembangunan Industri.

9. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN 

adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana 

Induk Pembangunan Industri Nasional.

10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIP 2019- 

2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan 

dalam pembangunan industri di Provinsi Periode 2019-2039.



11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disingkat RPIK adalah doknmen perencanaan 

yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di 

kabupaten / ko ta.

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuk Peraturan Daerah ini adalah :

a. Pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan 

pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;

b. Pedoman pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun 

RPIK; dan

c. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan 

Industri Unggulan Provinsi.

P asal 3

Tujuan Peraturan Daerah iní dibentuk untuk:

a. Mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional pada 

tingkat Daerah;

b. Menentukan . sasaran, strategi dan rencana aksi 

pembangunan Industri Unggulan Provinsi;

c. Mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, 

maju dan berwawasan lingkungan;

d. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Provinsi 

guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; 

dan

e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 

Daerah secara berkeadilan.

P asal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Industri Unggulan Provinsi;

b. Jangka Waktu;

c. Pelaksanaan;

d. Pembinaan dan Pengawasan; dan ;

. . .  . .  - 5 -  . . ,  .



- 7 -

(3) Pengembangan industri Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III

JANGKA WAKTU 

P asal 9

(1) Jangka waktu RPIP ini dari Tahun 2019 sampai dengan 

Tahun 2039.

(2) RPIP Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

(3) RPIP Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

P asal 10

(1) Sistematika RPIP Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9 ayat (3) sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : GAMBARAN UMUM PROVINSI SULAWESI 

TENGGARA

c. BAB III : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

INDUSTRI PROVINSI

e. BAB V : PENUTUP

(2) Dokumen RPIP Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN 

P asal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d.



(2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah 

dapat bekerja sama dengan pemangku kepentíngan.

(3) Penyelenggaraan keijasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan 

yang mengatur tentang keijasama daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keijasama antara Pemerintah 

Daerah dengan para pemangku kepentíngan diatur dengan 

Peraturan Gubemur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

P asal 12

(1) Gubemur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

tentang RPIK;

(2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemeritahan di bidang Industri;

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 

1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan;

(4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada 

Gubemur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan 

RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

P asal 13

(1) Gubemur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 

2019-2039 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya 

disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan 

bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
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(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi 

sektor Industri nonmigas terhadap PDRB, niiai ekspor 

produk industri, jumlah tenaga keija di sektor industri, niiai 

investasi sektor industri dan pelaksanaan program 

pembangunan dan pengembangan industri yang meliputi 

sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan 

pemberdayaan industri.

P asal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan, 

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RPIP 2019- 

2039 di atur dengan Peraturan Gubemur.

BABV1 

PENDANAAN 

Pasal 15

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP 2019-2039 dibebankan 

pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
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BAB VII

KETENTUAN PENUTÜP 

Pasa! 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tf&SggF-KOORDINASI
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/Ditetapkan di Ken<

Pada tanggal,  la-- 2019 

GUBERNUR SU L^ESI ÍENGGARA,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari 

Pada tanggal, J o  - — 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SJ4AWESI TEI^GARA,

¿ r

LA O DE AHMAD.P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 
NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
(15-386/2019)


